
 

 

... 
• 

f 
I 

• 

DAB I 

PENDAHULUAN 

A. L11tar Belakang 

Momentum pcmilihan kcpala, cL"JCrnh langsung (l'ilkadasung) mcrnang 

membcri ruang dan " ujud terhadap berblgai pcrbcdaan oslt>·kulturdl, politjk, dan 

idcologis di antaro kclompok masyarakat. Tcntu saja, potcnsi itu membutuhkan 

pcnyelolaan sccara arif-bijaksana dari semua pihak. Pcngalaman_ selama ini 

menunjukkan bcrbagai kalangan masih belum mampu rnenjadikan pcrbedaan 

sosio-kultural scbagai modal untuk mempcrkokoh ikamn kebangsaan, !ala· 

pcmcrintahan dalarn bingkai sistcm yang dcmokratis. 

f>ilkadasung pada dasamya merupakan rnckani~mc politik. Wadah 

inst.itusional isasi kontlik melalui mekanismc politrk. Pcrbcdaan aspirasi dan 

perbedAan politik, diselesaikan melalui konst(lasi politik dengan mekanismc yang 

~;mhm dan dcrl)okmtis. l lntuk itu. agar pilkad<tsung tidak rncnjadi potcnsi pcmicu 

tcrjtltlinya konllik scpcrti yang tc rjadi padu tuhun·tahun scbclurnnya. maka 

dipcrlukan beberapa terobosan-terobosan politik yang mengacu kepad!l 

pcndckatan budaya. lludaya hendaknya dijadikao perekat kebangsaan bukan 

dijadikan pemecah kcbangsaan (lnfokom SU, 2008) 

Dnlam pe~jolanan sejarah umat manusia tcrlihat bahwa demokrasi tidak 

pemah ada tanpa nasionalisrnc. Keduanya mcn)alll Jalam scmacam pcrkawinan 

yang rumit. yang satu tal<" dapat hidup tanpa yang lain. tctupi keduanya harus 

bcrdampingan dalam ketegangan yang boleh dikatakan permanen. (Ghia Nodia ed 

Larry Diamond. 199!1:6). 

Lebih lanjut Nodia (1998:7) mcnjelaskan bahwa nasionalisrne adalah 

sekeping mata uang bersisi dua-sisi yang satu politik:. sisi yang lain etnik. Dalam 

kenyutaannya nasionalismc selalu rnengandung aspck politik dan aspek ctnik:. 

meskipun aspek yang satu mungkin lebih m.:n, njol pada skala yang berbeda·beda. 
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Ide kcbangsaan adnll1h ide politik dan tidak ad;~ nasionalisme tanpa unsur politik. 

TcW11i. substansinya sama saja · dcngan etnik. llubungannya dapat dinyatakan 
I 

sebagni s.1t11 kcsatuan dari satujiwa politik yang men:!gerakkan satu tubuh etnik. 

Scbagai aktualisasi dari pelaksanaan demokrasi tcrsebot. Kola Medan 16 

April 2008 sudah melaksanakan pcmilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung). 

Provinsi Sumatera Utara yang ter<liri dari 26 kabupatcnf kota melaksanakan 

pi lk;11la,ung fl:llla (> l'cmcrinwhan Kola (rcmkt> Mcdan, l'cmko I irliai. l'cmko 

i cbing Tinggi. Pemko Pematang Siantar. Pcrnko Sibolga dan Pemko Padang 

Sidempuan) 20 Kabupaten {Kab. Dell Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. 

Asllhan. Kab. Simalungun. Kab. B:atubara, Kab. Langkut, Kab. Labuhai1 l:latu, 

Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal. Kab. Topanuli Utara, Kab . 

l 'obusa. Kab. Toba, Humbang Hasudu:an. Kab. Tapanuli Tcngah, Kab. ~aro, 

Knb. Dairi. Kab. Nias. Kab. Nias Selatnn. Kab. l'akpat Burat. dan Kab. Dairi 

(Sumber lnfokom SU, 2008). 

Menurut lrham Buana Nasution (Ketua KPU Sumatcra Vtara) 

scbagaimana yang dilansir Harian Sinar Indonesia Baru (2 Pebruari 2008) 

mllnjcla~kan bahwa jumlah p<milih terap di Sumatcra Utara yang akan 

menggunnkan hak pilib pada pctnilihan Kcpala Dacrah (Pilkada) Surnatcra Utara 

Tahun 2008 sc)?anyak 8.457.296 pemilih. Scmcntara iernpat Pcmungutan Suara 

(TI'S) akan discxlinkan seQanyak 22.97u TPS1 Dari 8.457.296 pemilih, jumlah 

-pernilih perempuan lebih besar dibanding dcngan laki-laki. Pemilih perempuan 

mencapai 4.274. 31, scdangkan pemilih laki-laki mencapai 4.182.565. dari 28 

kabupatenf kola di Sumatera Utara, pemilih terbesar berada di Kota Medan 
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sebanyak 1.727.865 pemilih disusul Deli Serdang sebwyak 981.676 pemilih, 

sedangkan pemilih yang sedilcit di Pakpak Barat 23.05 I pemilih dan Kota Sibolga 

sebanyak 54.276 pemilih. 

Komisi Pemilihnn llmum Dacrnh (KI'lJD) Mcdnn ser1crtl ynng dimunt 

Harian Sinar ln1?nesia Baru (SII3) 11mggal 31 Januari 2008, menetapkan bahwa 

Daftar Pemilih Tetap (OPT) Pilgubsu sebanyak 1.731.006_ jiwa dari sckitar 2,5 

juta jiwa penduduk kota Medan. Jumlah pemilih Pilgubsu ini meningkat ><:kitar 

2,14 persen dari jumlah pemilih piUcada Medan Tahun 2005 sebanyak 1.4 juta 

jiwa. Dijelaskan lebihjauh, dari 1.731.006 pemilih ini; 854.521 dianwanya taki-

laki dan 876.485 perempuan. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 

3.235 atau satu TPS akan menampung 400-600 pemilih. 

Secara llukum pembicaraan pilkadasung mengacu kepada Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah, dimana pada Ball IV pasal 

24 ayat 5 dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih 

secara langsung olch rakyat di daerah dan secara teknis diatur dJiam Perpu 

Nomor 3/2005. 

Dalam komunitas dan entitas budaya manapun akan didapati spirit 

demokrasi, karena dcmokrasi yang bcrsu.mbcr dari kcmuliaan manusia ito adalah 

bagian dari jati diri setiap manusia, bagian dari keburuhan dan tujuannya. 

Tumbuhnya ni lai-nilai dcmokrasl datam bcrbagai cntitas budaya !Y.:rakar rada 

naluri fitri manusia. Adapun aspek-aspek yang memperoleh penekanan 

kemungkinan bcrvariasi di antara entitas-entillls budayayang ada. tergantung pada 
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tantangan lingkungan yang dihadapi dan proses interaksi sosial yang dijalani 

masing-masing. 

Amana! undang-undang dan implementasinya tentang pemilihan langsung 

ini di-;.1mhn1 rnkyat dcn!!an sukn citn. Sclamn ordc (1.1n1, aspimsi dan kunlllk .In pal 

dir~dam dcngan r ra otoritcr dan regrcsif. Dengan telah ditetapkannya undang­

undang tentang pemerintahan daerah (gubernur/ wakil gubernur. walikota/ \Vaki l 

walikota, bupati dan beserta wakilnya) dipilih langsung oleh rakyatnya 

didacrahnya masing-masing telah membuka babak baru dalam perkembangan 

demokrasi di Indonesia. Dalam lmlementaslnya Efrendy (2002:2 1) menyatakan : 

Bagi slstem demokrasl dlmana tlngkat partisipasl rakyat terlalu kuat balk 
parthlpasl langsung maupun perwa.kilan dibandlng dengan kekuasaan rlil 
yang dipegang olch penguasa cend~rung menclptakan destabilitas anarki. 
lkhcr:lpa ncganl hcrkcmbang mcnunjukkan hc(apa tidak siapnya rncrc~u 
m~ncrapkan sislcm ini. Olma~a dcmokrasl tak jarang dlharcngi dcngun 
,Jknp bn'iwl dan anurkl. A tau JU\Uh bangunnya pcrncrln\ahan uk lbut mosl 
tldak percaya a!au kudeta konstltusipnal. 

Dl!ngan pl lkada sccara langsung kckuatan-kckuatan polltik dan kckuatan 

so.~ial masyarakat be.rmunculan, dampak darl pilkada yang didesaln leblh 

demokratls justru menlmbulkan konflik dan persaingan antara para ellt partal 

politlk, elit etnik. dan elit agama. Dalam pemberitaan yang dilanslr harlan 

Kompas tanggal 19 Marel2005 Come lis Lay, SAlah scorang pengarnat politik darl 

Universitas Gaja~ Mada menyatakan bahwa pilkada blsa memunculkun 

konsolidasi etnik. Selanjutn) J , lchwan Azharl (2003: 3) m¢nyatakan bahwa (II t'ra 

reformasi ini berlangsung penguatan politlsasi identitas etnlk, di mana dalam 

persaingan polirik ldentltas etn lk asli kembsli dibicarakan. 
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Walau dalam pemilihan sebelumnya di bebera:;la daerah kabupaten/ kota di 

Kota Mcdan, tidak tcrjadi ada~ya konnik, tctapi bukan berarti potensi konflik 

tidak ada. Potensi konflik ini bersumber dari adanya perbedaan sosiokultural. 

poli tlk dan idcologi diantara berbagai kelompok ~11asyarakat. Pada dasarnya 

kon tl ik tidak brsa dipisahkan dari half ikat keberadaan manusia dalam kehidupan 

k"olcktif. Apalagi bangsa Indonesia dianugera.hi keanekaragaman sosiokultural 
' .. 

yang demikian tinggi, schingga wajar jika ~ngsa yang heterogen ini menyimpan 

pOtensi konflik yang .tinggi. Dalam hal inj.-meourut Svamsudio' Haris (Kompas, I 0 

• • Mci 2005) berpendapat bahwa ada lfma sumber konflik potensial, baik menjeleng, 

saa) penyelenggaraan, maupun saarpengumuman has) I pi lkadasung, yaitu : -
Perrama, kontlik yang llersumber dari 'm<lbi lisasi politik antar etn ik, 
agama, daer~h dan darah. Ke-rua, kontlik yan3 ber:;sumber dari kampaye 
ncgatif antar pasangan caJon kcpala daerah. ke1iga, konnik ..y~ng 
be•sumber dari premanisme: politik dan pemaksaa'\ kehendak. Keempat, 
kontlik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan perhitun·gan; uara 
hasil pilkadasung. ' Kilima, kontlik yang ' bersumber dari perbedaan 

-pe.11afsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkadasun¥r 
/ . . 

Etnik scb gai bagian dari budaya adalah salah satu wacana yang dapat 

~ 

dlpergunakan scoagaT kenderaan poli1ik. Kota Medar• identik dengan etnik Batak 

dan 191c layl•. wa laupun menurut data BPS Tahun 200U secara stMistika etnik Jawa 

y.(ing terbanyak di K&"a Medan (lnfok.om SU. 2008). 

Etnik Batak dan Melayu sebagai perlamban~ kofa Medan memiliki 

kekuatan untuk memenangkao proses pcmilihan kepala daerah langsun!t tersebut. - ~ 

9 isparitas xang dim,~ud adala~Jom,elihat perbedaan. YI!,"S le}>ih khusus teroadap 

kcputusan mas[!1g-masins etnik ul\tu~ menentukan pasa1gan mana yang -J!kan 

dipilihnya, yang pada akhimya be:rtarung dalam msmel-aangkan pilkf.dasung 

• 
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tersebut. Oleh sebob itu menarik untuk diteliti perbedaan yang khusus 

bagaimanakah yang dapat di lihat pada proses dcmokrasi etnik Batak Jan Meloyu 

dalam pemilihan kepala doerah langsung Sumotera Utara di Kota Mcdan. 

B. ldentifikasi Masatab 

Dalam pelaksanaan demokrasi terdapat aspek kekuatan etnik rlan 

'"'~innalisnoc. maku aspck yang tlat>at dijclask:111 tlal:un lcnv111cnu tlisraritas ctnik 

Batak dan Mclayu dalam Pilkadasung Gubcmur Sumatera Utara dl Kota Medon 

adaloh scbagai bcrikut : 

I. ..Ada gejala murl('ulnya disporitas sikap ~n pandangan politik suku Batak dan 

Melayu untuk menentukan pilihan pasangon calnn Gubemur Sumatcrn Utara 

pada pclnksan n pilkadasung Tahun 2008 Sumotcro Utara di Kota Medan. 

2.. Ada gejala kekuatan etnik suku Batak dan Melayu belum tentu memiliki 

konstribusi yang pasti- dalam mendukung pasangan calon untuk dipilih 

berdasarbn etnik pcmilih. 

3. Ada gcjala faktor kekuatan etnik Batak dan Melayu dapat mcnimbulkon 

persaingan dalam pelaksanaan pilkadasung tl i Kota Medon. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar belakang masalah dan identifikas; masalah di atas. maka 

yang menjadi permasalahan aiifam penclitian ini adalah : 
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I. Bagaimanakah disparitas .sikap dan pandangar. politik etnik Oatak dan 

Melayu dalam menentukan pilihan pasangan eaton Gubcmur Sumatera Utara 

pada pclaksanaan pi lkadasung Tahun 2008 di Kota 1\!edan. 

2. Apakah disparitas etnik Batak dar. Melayu memiliki konstribusi ~lam 

mendukung ~ngan eaton untuk dipil ih berdasarkan etnik pemilih. 

J . Apakah faktor kekuatan etnik Batak dan Metayu dapat menimbu•kan 

pcr:sningan dalam pclaksanaan pllk.ndasung dl Kota Mcdan. 

D. Tujuan Penelitiaa 

Penclitian ini bcrtujuan mencari ~an memaparkan disparitas etnis dalam 

pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) gubcmur di Kota Medan. Secara 

khu~us. tujuan ynn.g ingin dicapni dalam penelitian ini adalah : 

I. Mengungkap~an disparilas sikap dan pandangan politik masing-masing etnik 

Batak dan.. Melayu dalam mcnentukan pil i han pasangan eaton Gubcmur 

Sumatera lltara pada pelaksanaan pilkadasung Tahun 2008 di Kota Medan. 

'2. Menguraikan konstribus• etnik Batak dan Melayu dalam mendukung pasangan 

eaton untuk-dipilih berdasarkan etnik pemilih. 

3. Mcngl,tngkapkan kekuatan etnik B~otak dnn Melayu apnkah menimbulkan 

pcrsaingan dalam pelaksanaan pilkadasung di Kota Medan. 

E. Mnnfaat r~nelitian 

Pcnelitian ini diharapkan : 

I. Dapat mencmukan rumusan baru dalam mclihat bagaimana disparitas sikap 

I 
dan pandangan poli tik etnik Batak dan Melayu dalam menentukan pilihan 



 

 

8 

pasane~n CHion C.ubemur Sum:atera Utara pada pelaksanaan pilkadliSung 

Tahun 2008 di Kota Medan. 

2. Dapat memberikan konstribusi yang pasti dalam mendukung pasangaJLcalon 

~Jntuk dinilih berdusar~an etnik pemilih. 

:l. Dapat menjelaskan faktor-faktoq 111?,8 yang melatarbelakangi pemilih uptuk 

memilih ca lon gubernur dan eaton wakil gubemur. 


